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GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMB]I,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
efektif, efisien, dan berkeadilan di Provinsi Jambi
diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang
baik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi
Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6807);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);



22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Nomor 40);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1 Daerah adalah Provinsi Jambi.

2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3 Gubernur adalah Gubernur Jambi.

4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
Jambi.

5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
periode 20 (dua puluh) tahun.



10

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan
DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini merupakan

penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN;
1.1. Latar Belakang.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,;
2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah:
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk
capaian SPM sesuai dengan tupoksinya).
d. Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda,
kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat
Daerah).
Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya
sesuai dengan kondisi daerah, seperti:
a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
(apabila ada).
b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
Perangkat Daerah (apabila ada).
c. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah (apabila ada).
2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat
Daerah:
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.
b. Isu Strategis.



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah.
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan
Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
4.1. Uraian Program.
4.2. Uraian Kegiatan.
4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target,
dan Pagu Indikatif.
4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah.
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU) Perangkat Daerah.
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Sebelum ditetapkan, Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

(4) Uraian format Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri atas Rencana Strategis:
Dinas Pendidikan;
Dinas Kesehatan,;
RSUD Raden Mattaher;
RSJD KOL.INF.H.M. Syukur;
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk;
Dinas Ketahanan Pangan;
. Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Perhubungan;
Dinas Komunikasi dan Informatika;
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
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u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
v. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
w. Dinas Perkebunan;

xX. Dinas Kehutanan;

y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

aa. Sekretariat Daerah;

bb. Sekretariat DPRD;

cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

dd. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
ee. Badan Kepegawaian Daerah;

ff. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

gg. Badan Riset dan Inovasi Daerah;

hh. Badan Penghubung Daerah; dan

ii. Inspektorat Daerah Provinsi.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 September 2025

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
(ZPlt. Kepala Biro Hukum,

NIP. 19730729 200012 1 002



